LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN JEMBRANA

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.

Nama Pemrakarsa *)

2.

Alamat Kantor,
No.Telp dan Fax. email.

kode

pos,

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan
orang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis
nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.

Nama Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan

2.

Lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan dan
dilampirkan peta yang
sesuai dengan kaidah
kartografi dan/atau
ilustrasi lokasi dengan
skala yang memadai.

Skala/Besaran
rencana usaha
dan/atau Kegiatan

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang
dan/atau volume dan/atau kapasitas atau
besaran lain yang dapat digunakan untuk
memberikan

gambaran tentang skala kegiatan.

Sebagai contoh antara lain:

1.

Bidang Industri: jenis dan kapasitas
produksi, jumlah bahan baku dan
penolong, jumlah penggunaan energi dan
jumlah penggunaan air

Bidang  Pertambangan: luas  lahan,
cadangan dan kualitas bahan tambang,
panjang dan luas lintasan uji seismik dan
jumlah bahan peledak

Bidang Perhubungan: luas, panjang dan
volume fasilitas perhubungan yang akan
dibangun, kedalaman tambatan dan bobot
kapal sandar dan ukuran-ukuran lain
yang sesuai dengan bidang perhubungan
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4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau
kegiatan, kapasitas unit pengolahan,
jumlah bahan baku dan penolong, jumlah
penggunaan energi dan jumlah
penggunaan air

5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang
digunakan, luas fasiltas pariwisata yang
akan dibangun, jumlah kamar, jumlah
mesin laundry, jumlah hole, kapasitas
tempat duduk tempat hiburan dan jumlah
kursi restoran

6. Bidang-bidang lainnya...

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang Bagian ini
menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan
perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat
disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta
batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta
RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW
tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya
menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak
proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai
dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau
seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau
keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka
pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau
BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang
wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana wusaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai
dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak
dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana wusaha dan/atau kegiatan
tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif
penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10
Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan
baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat
menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan
lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana
usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-
kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres
Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat
diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan
atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB)
yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama
2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
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b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang
menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip
dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas
persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat
menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen

rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan

dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan
tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, kontruksi,
operasi dan penutupan/pasca operasi.

Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha

dan/atau kegiatan.
Contoh: Kegiatan Peternakan
Tahap Prakonstruksi :

1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang
dibebaskan dan status tanah).

2) dan lain lain......

Tahap Konstruksi:

1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan
tehnik pembukaan lahan).

2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan
luasan bangunan).

3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan
dimasukkan).

2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan
ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap
lingkungan hidup).

3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala
besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya,
lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan
keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water
balance))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum
mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi
informasi:

a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub
kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan
(prakontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);

b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak
lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan
kegiatan; dan

c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk
parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan
secara kuantitatif.
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2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup Kolom Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan

informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang
direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang
ditimbulkan;

Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan
(dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi
tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada
lampiran UKL-UPL); dan

periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan
lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup Kolom Upaya Pemantau
Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

a.

bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan
informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan
pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator
kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di
dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan
hidup, dan lain sebagainya);

. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi

mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan
(dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi
tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada
lampiran UKL-UPL); dan

periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan
lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidu Kolom Institusi
Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan
informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan
lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

a.

b.

melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan
pemantauan lingkungan hidup;

melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan
hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan

menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen
pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup
sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bagian ini,
Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa atau gambar
dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan
pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi
kaidah-kaidah kartografi.



CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI
PENGELOLA
SUMBER DAMPAK JENIS DAMPAK BESARAN %gll\&’(g%}f,giﬁl\? LOKASI PEI\P;glI?)IL%]iiAN BENTUK UPAYA PEB;Il(A)II\I{’I/}:IIJAN PEIIT/?ARI\Ilgfl}JEAN DAN KETERANGAN
DAMPAK LINGKUNGAN LIN?I?[?NE(I}JSIEIJ%SUP LINGKUNGAN LINE?{%QZ&?\IUSEDUP LINGKUNGAN LINGKUNGAN l;,?l\ll\g}i\l[}‘légﬁll\?
HIDUP HIDUP HIDUP HIDUP HIDUP
(Tuliskan kegiatan yang |Tuliskan dampak | (Tuliskan (Tuliskan bentuk/ (Tuliskan informasi (Tuliskan (Tuliskan informasi (Tuliskan (Tuliskan (Tuliskan institusi (Tuliskan
menghasilkan dampak IYang mungkin ukuran yang | jenis mengenai lokasi informasi mengenai cara, informasi informasi yang terkait dengan informasi lain
terhadap lingkungan) terjadi) dapat pengelolaan dimana pengelolaan mengenai metode, dan/atau mengenai lokasi mengenai pengelolaan yang perlu
menyatakan | lingkungan hidup lingkungan dimaksud waktu/periode teknik untuk dimana waktu/ periode lingkungan disampaikan
Contoh: besaran yang direncanakan |dilakukan) dilakukannya melakukan pemantauan dilakukannya hidup dan untuk
Kegiatan Peternakan dampak) untuk mengelola bentuk upaya pemantauan atas lingkungan bentuk upaya pemantauan menjelaskan
pada tahap operasi setiap dampak pengelolaan kualitas lingkungan dimaksud pemantauan lingkungan hidup) hal-hal yang
Pemeliharaan lingkungan yang lingkungan hidup hidup yang menjadi dilakukan) lingkungan dianggap perlu)
Ternak Menimbulkan ditimbulkan) yang indikator hidup yang Contoh:
limbah berupa: direncanakan) kerberhasilan direncanakan) a. Instansi
pengelolaan Pelaksana yaitu
lingkungan hidup) PT X selaku
pemrakarsa
1. Limbah cair Contoh: Contoh: Contoh: Contoh: Contoh: Contoh: Contoh: Contoh: b. Instansi
Terjadinya Limbah cair | Limbah cair Lokasi pengelolaan Pengelolaan melakukan Pemantauan Pemantauan Pengawas yaitu
[penurunan yang dikelola dengan: limbah cair adalah di limbah cair pemantauan kualitas effluent kualitas effluent BLHD Kabupaten
lkualitas air dihasilkan - Memasang sekeliling kandang dilakukan secara kualitas effluent dilakukan pada dilakukan 3 X, Dinas
Sungai XYZ adalah 50 drainase dan di area biodigester menerus dari instalasi biogas saluran outlet dari | bulan sekali Peternakan Kab
akibat liter /hari. permanen (secara sepanjang sesuai dengan baku instalasi biogas Pemantauan X
[pembuangan pengumpul rinci disajikan pada operasi kegiatan mutu air limbah (secara rinci kualitas air c. Instansi
limbah cair limbah cair di peta pengelolaan peternakan disajikan pada sungai Penerima
sekeliling lingkungan hidup PERMENLH Nomor peta pemantauan dilakukan 6 Laporan yaitu
kandang pada lampiran ....) ... Tahun 20... lingkungan hidup bulan sekali BLHD Kabupaten
- Mengolahnya melakukan pada lampiran ....) X, Dinas
dalam instalasi pemantauan Peternakan Kab
biodigester kualitas air sungai Pemantauan X
sebelum dibuang XYZ sesuai dengan kualitas air sungai
ke sungai. PP 82/2001 untuk dilakukan di 3
parameter kunci titik sebelum
yaitu BOD, minyaklemak | outlet, di bawah
outlet dan setelah
2. Limbah padat Terjadinya Limbah 90% limbah padat Lokasi pengelolaan Pengelolaan outlet (secara rinci
(kotoran) [penurunan padat yang akan dimasukkan limbah padat adalah limbah padat pada peta
lkualitas air dihasilkan ke biodigester,10 % |di sekitar kandang dilakukan sehari pemantauan
Sungai XYZ adalah 1,2 lagi akan dijadikan (secara rinci sekali, kandang lampiran....)
akibat m3/minggu. | pupuk kandang disajikan pada peta dibersihkan dan
[pembuangan pengelolaan padatan akan

limbah padat

lingkungan hidup
pada lampiran ....)

dibagi ke digester
dan dibuat
pupuk




. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan Dalam hal rencana
usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka
dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan
berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

. Surat Pernyataan Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa
untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas
bermaterai.

Daftar Pustaka Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang
digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah,
makalah tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan
pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara
penulisan pustaka.

. Lampiran Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi
lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut
secara prinsip dapat dilakukan;

2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang
ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan
Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung
jawab di bidang penataan ruang);

3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);

4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi
dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan
lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan

5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA



